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PA]AAé&\I @
&

Menimbang @ balitvajpajak daerah merupakan salah satu sumber
§; atan daerah yang penting guna membiayai

gelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan yang
dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi,
@ pemerataan, dan keadilan, peran serta masyarakat,

akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

b. bahwa Pajak Air Tanah berdasarkan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, merupakan salah satu jenis
Pajak Kabupaten/Kota;



Mengingat

C.

-

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk
adanya kepastian hukum dalam pemungutan Pajak
Air Tanah dalam Wilayah Kota Sukabumi, maka
perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sukabumi
tentang Pajak Air Tanah;

Undang-Undang Nomor Igah 950 tentang
Pembentukan Daerah—D Kotcil dalam
Lingkungan Propinsi ]i r.Jawa Tengah, dan
Jawa Barat (Berj egdra R%Qp ik Indonesia
tanggal 14 Agustiys\195()) sebagaimana telah diubah
dengan Undang- hg NOor 13 Tahun 1954
tentang Peng an Unda dang Nomor 16 dan
17 Tahun %& (L% Negara Republik
Indonesi n omor 40, Tambahan

Leml@raara Re%k Indonesia Nomor 551);

2. Un ndan@%omor 8 Tahun 1981 tentang

na (Lembaran Negara Republik
3 1981 Nomor 76, Tambahan
ra Republik Indonesia Nomor 309);

Un «%lndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketént Umum dan Tata Cara Perpajakan
ran Negara Republik Indonesia Tahun 1983

ali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4740);

4. Undang-Undang..........




4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3684);

5. Undang-Undang Nomor 19 Q%hg 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan (Lembaran
Negara Republik Indonesi un 1 omor 42,
Tambahan Lembaran a ub Indonesia
Nomor 3686) seb t jubah dengan

Undang-Undang mor/ 19 Tahvn 2000 tentang
Perubahan Atas Uni g—Und@? Nomor 19 Tahun
n

1997 tentang ihan P engan Surat Paksa
(Lembaran r epé%b ndonesia Tahun 2000
Nomor 12 aha@e aran Negara Republik
Indon@@r 3987);

6 Und%ﬁv or 17 Tahun 2003 tentang
K n egexd/ (Lembaran Negara Republik

2003 Nomor 47, Tambahan
Republik Indonesia Nomor 3851);

ang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sunflfer NDaya Air (Lembaran Negara Republik

Indo a Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
@\baran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

@ :@ndang—Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

embentukan  Peraturan  Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang.........




9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang NomQ\ 12 Tahun 2008
tentang Perubahan kedua Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tent emerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repub dones{% éphun 2008
n \Negdra RepubliK

un 2004 tentang

Nomor 59, Tambahan @
Indonesia Nomor 4‘@

10. Undang-Undang r 33
Perimbangan gan An émerintah Pusat dan
Pemerintaha‘@ah an Negara Republik
Indonesia ( 3 2@‘ omor 126, Tambahan
Lemba@aa Repu Indonesia Nomor 4438);

11. Undg%?\dang r 28 Tahun 2009 tentang Pajak
D an % si Daerah (Lembaran Negara
€ I

ia Tahun 2009 Nomor 130,
aran Negara Republik Indonesia

baran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
or 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
ndonesia Nomor 5059);

% or 5
Un@ndamg Nomor 32 Tahun 2009 tentang
g; Derlinddngan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

@3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258);

14. Peraturan Pemerintah..........




14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor
Pedoman Pembinaan

Penyelenggaraan Pemerin
Negara Republik Indo a
Tambahan Lemba Nggara R

Nomor 4593); @

16. Peraturan Pemetintah Nom ahun 2008 tentang

Air Tanah @ Republik Indonesia

Tahun 200 ambahan Lembaran Negara
Repub, sia No 5 4859);

17. Pera emer@omor 69 Tahun 2010 tentang

T ara P an dan Pemanfaatan Insentif

€ u gak Daerah dan Retribusi Daerah

aran "“;} ra Republik Indonesia Tahun 2010

omor 5161);

P ra@ Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
baran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor

Seri E - 1);

@9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun
2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Nomor 4);

20. Peraturan ..........



20. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun
2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun
2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Kota Suka omor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pem a Sukabumi

(Lembaran Daerah Kot bumi hun 2008
Nomor 2); @ o

Dengan P@juan ma

DEWAN PER ILAN T DAERAH
SU I

O @_IKOTglKABUMI
@3 @JTUSKAN :

Menetapkan : @ RA%@RAH TENTANG PAJAK AIR TANAH.
§ ;@ @ BAB 1

@Q KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.

2. Pemerintahan .........



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Urtdsng-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tah .

3. Pemerintah Daerah adala ota Perangkat
Daerah sebagai unsur penygleng AXS

Daerah.

;. ra JLemerintahan

4. Kepala Daerah adalah ikota @bumi.

5. Pejabat adalah ai beri tugas tertentu di
bidang perpgjat D suai dengan peraturan
perundap —gan.

Su i- W~ padavBank yang ditunjuk sesuai dengan
ketentudh peryndarg-undangan yang berlaku.

S ad@ Dinas Pendapatan, Pengelolaan

uan, an Aset Daerah Kota Sukabumi atau

@satna ja perangkat daerah yang membidangi
pendapatan Daerah.

@ 8, la Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan,

o)

gelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota
@ ukabumi atau kepala satuan kerja perangkat daerah
yang membidangi pendapatan Daerah.



Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau
Badan Usaha Milik Daerah (BUMRN\dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana

pensiun, persekutuan, o mpalan yayasan,
organisasi massa, organisas osial

itik, atau
organisasi lainnya, lemb@n Bentuk dan lainnya
termasuk kontrak i a lekti bentuk usaha
tetap.

10. Pajak Air T adal ajak Daerah atas
pengambilan au p atan air tanah.

11. Air T ah air »- g terdapat dalam lapisan

tana uan d@wab permukaan tanah.

ak %@ jangka waktu 1 (satu) bulan

nder

12. M aj
ka T ata a waktu lain yang diatur dengan
uran& Daerah paling lama 3 (tiga) bulan

menjadi dasar bagi wajib pajak untuk

teruy

%ﬂ@l’l@l‘%& menyetor dan melaporkan pajak yang
<;é: ) n

13.%1?1 pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1

@ :@enggunakan tahun buku yang tidak sama dengan

) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak

tahun kalender.

14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut
pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

15. Surat .........



15.

16.

17.

18.

<

20.

9.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Dae%ng selanjutnya
disingkat SKPD adalah su ﬁa’- P ajak yang
menentukan besarnya j ¢ pok jak yang

(Qe

terutang. @ o
Surat Ketetapan @aerah L;bih Bayar yang
ka D

selanjutnya dising LB ah surat keputusan
yang menent jumla ihan pembayaran
pajak karena @ kre% k yang terutang atau
tidak sehar, erutaiy,

/AN .
Sura an Pajdk Daerah yang selanjutnya

ah surat untuk melakukan
tau sanksi administrasi berupa
nda.

merik @ adalah serangkaian kegiatan
a %

pen un dan mengolah data, keterangan,
dan@ ukti yang dilaksanakan secara objektif dan
ofestehal berdasarkan suatu standar pemeriksaan
%tk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
ajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam

ngka  melaksanakan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.



-10-

BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

Dengan nama Pajak Air Tanah di pajak atas setiap

pengambilan dan/atau pemantf. i :

(& 0
©
(1) Objek Pajak Air Tanak-zdalah ambilan dan/atau
pemanfaatan @ab. @
(2) Dikecualik obje@Air Tanah adalah :

ilan dafy/atau pemanfaatan Air Tanah
eperll@ asar rumah tangga, pengairan

pertanian, perikanan  rakyat, serta
ada %

N, penga dan/atau pemanfaatan Air Tanah

utuk nggulangan bahaya kebakaran dan
@P eperluan penelitian serta penyelidikan
@ @ idak menimbulkan kerusakan atas sumber
§ ; airdan lingkungan atau bangunan beserta tanah;
@ @@oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
Pasal 4

a. p
u

(=

(1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau
Badan yang melakukan pengambilan dan/atau
pemanfaatan Air Tanah.
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(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau
Badan yang melakukan pengambilan dan/atau
pemanfaatan Air Tanah.

BAB III

DASAR PENGENAAN, T
CARA PERHITUN

v,
(1) Dasar pengenaan Pajak anah @lah Nilai Perolehan
Air Tanah. @
ana, &aimama dimaksud pada

(2) Nilai Peroleh i
ayat (1) digy dalam xgpiah yang dihitung dengan
a

memperji n se@ian atau seluruh faktor-faktor
berikut : @

a. j @nber %

b. 1sum .
\ an p; bilan dan/atau pemanfaatan air;

yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
r; dan

drolu
. tingKat-kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh

gambilan dan/atau pemanfaatan air.

3 ya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana

Q; imaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah.

Pasal 6

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 % ( dua puluh
persen).
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Pasal 7

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 dengan dasar pengenaan ajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3

ﬁ@ S
WILAYA(@ GUT

Pajak yang terutang @ut d‘@lh Daerah tempat Air
Tanah berada.

0

L\‘IQA] A PA]AK TERUTANG
1B =’ ITA

AT P 1 HUAN PAJAK DAERAH

o

Pasal 9

a]ak ]angka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan
de

@ Pasal 10

yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat
mbllan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 11

(1) Setiap Wajib Pajak harus mengisi data Objek dan Subjek
Pajak.



&
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(2) Data Objek dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan
lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau
kuasanya.

(3) Data Objek dan Subjek Pajak sekagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus disamgaikdn\ kepada Kepala
Q bdfag) hari setelah

Daerah paling lambat 15
BN
(4) Ketentuan lebih 1 pgenai \Rerfuk, format isi,

berakhirnya Masa Pajak.
dan tata cara pengjisian/data Objek“dan Subjek Pajak
ditetapkan oleh Kepata-Baerah
MO
; 3% PERETAPAN

@ Q@(@Pasal 12
¢! sarka @ata Objek dan Subjek Pajak

agaim imaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Kepala

%' g
%aer menetapkan  pajak terutang dengan
@ mer{egbifkan SKPD.

(2) entuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata

penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada
:@at (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13
(1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD, jika :

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang
dibayar;



(2)
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b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.

SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh
tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan
ditagih melalui STPD.

Pembayaran @ dila @di Kas Daerah atau

tempat laj g ditanjuk oleh Kepala Daerah,
selanj torkan Kas Daerah sesuai waktu

yang,di an da@ SKPD dan STPD.

pajak dilakukan di tempat lain
asil penerimaan pajak harus
hnya (bruto) ke Kas Daerah paling
jam atau dalam waktu yang ditentukan

leh a Daerah.
Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana

aksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
lewgan SSPD.

Pasal 15

(1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus

dan lunas.

(2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada

Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam
kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan
yang ditentukan.
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(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan
berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan dari jumlah yang belum atau
kurang dibayar.

(4) Kepala Daerah dapat memberi setujuan kepada
wajib pajak untuk men p aran pajak
sampai batas waktu dite setelah
memenuhi persyaratay gV ditentiikan  dengan
dikenakan bunga (di® Bersen) sebulan
dari jumlah yang belumatau kurang dibayar.

(5) Persyaratan urpuk dapat gsur dan menunda
pembayaran ta ca% ayaran angsuran dan

Sriba b

penundaan bayar, gaimana dimaksud pada
ayat (2da @t 4) ditetqpkan oleh Kepala Daerah.
% é sal 16
1) pem n pajak sebagaimana dimaksud
Pasa diberikan tanda bukti pembayaran
dicat; lam buku penerimaan.
Benftk, ji %is, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan

g%k nerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada

é t (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
@ :© Pasal 17

) Sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak
diterbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat
lain yang sejenis.

—~~

57

(2) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang
sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Kepala Daerah.



Pasal 18

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak
dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan, maka
dapat ditagih dengan surat paksa.

:Q"o
dang

(2) Penagihan pajak dengan sur sa dilaksanakan

berdasarkan Peraturan Pex

ndangan yang
berlaku. @

Pa

<
(1) Apabila pajak y rus dibayar masih tidak
dilunasi, maka Ke Daer apat menerbitkan
surat perintah ksanaka itaan.

nasi pajaknya, Kepala Daerah
ela@n kepada kantor lelang negara.

@ Q@C@BAB VIII

(2) Setelah di p@}n ternyata wajib pajak
) u

%@ KBBERATAN DAN BANDING'
@ @ Pasal 20
é 1) Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada
@ la Daerah melalui Kepala Dinas atas suatu :

@ Y, SKPD;
b. SKPDLB; dan

c. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3). Keberatan .........



€)

€)
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Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal
pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Keberatan dapat diajukan apa@%apb Pajak telah
membayar paling sedikit sej y

elah disetujui
Wajib Pajak.

Keberatan yang persyaratan
sebagaimana dimak ya ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) tidak di g 1 Surat Keberatan

sehingga tidak @mbang

Tanda pen sur @- atan yang diberikan oleh
Kepala @ au e] bat yang ditunjuk atau tanda
pengiri rat ke ¢ratan melalui surat pos tercatat
sebag bukt rlmaan surat keberatan.

Pasal 21

@

ala D alam jangka waktu paling lama 12 (dua
ﬁ:ién

las) , sejak tanggal Surat Keberatan diterima,
5@ beri keputusan atas keberatan yang
d1 juk
tusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa
nerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau
menambah besarnya pajak yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi
suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.



Pasal 22

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding
hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan
mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala

Daerah. §j
(2) Permohonan banding seba naVdjmaksud pada
ayat (1) diajukan secara lis bahasa
Indonesia, dengan alasn j%as Qalam jangka

P

waktu 3 (tiga) b gdk k san diterima,
dilampiri salinan i /gurat kepdtusan keberatan

tersebut.

(3) Pengajuan RO @ing menangguhkan
kewajiban 3 ‘ ampai dengan 1 (satu)
nerk

ban Putusan Banding.

debagian atau seluruhnya, kelebihan
mb. f{ pajak dikembalikan dengan ditambah
@imba@) ga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk
§ ; I@g a 24 (dua puluh empat) bulan.
2 lan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
@itung sejak bulan pelunasan sampai dengan
@ iterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh
persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan
keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.
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(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan
banding, sanksi administratif berupa denda sebesar
50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau

dikabulkan sebagian, Wajib Pdjak dikenai sanksi
administratif berupa denda gebesaxy 100% (seratus

persen) dari jumlah pajak ber a san Banding
dikurangi dengan pembayara k yaah dibayar
6' 3

sebelum mengajukan keb,
x &

PEMBETUL BA@, PENGURANGAN
KETET VDA HAPUSAN ATAU

PE@(‘% GAN KSI ADMINISTRATIF
% sal 24
oho

ajib Pajak atau karena jabatannya,

W 2
@ Daer pat membetulkan SKPD, atau STPD,
SKP@ yang dalam penerbitannya terdapat

%,

sala tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau
@kekel uafy” penerapan ketentuan tertentu dalam

pexaturarf perundang-undangan perpajakan daerah.
(éla Daerah dapat :

@ a. mengurangkan atau menghapuskan  sanksi

administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan
pajak yang terutang menurut peraturan perundang-
undangan perpajakan Daerah, dalam hal sanksi
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak
atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan ........
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b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, STPD,
atau SKPDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan
pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak
sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan/atau

e. mengurangkan ketetapan { \ pajak terutang
berdasarkan pertimbangan puan membayar

Wajib Pajak atau kondisi u jek pajak.
(3) Ketentuan lebih lanjut m@m atacarapengurangan
atau  penghapusa i %&ﬂstraﬁf dan
pengurangan atau atalan “ketetapan pajak

sebagaimana dimaks ada (2) diatur dengan

atau berdasark@turan aerah.
B@%

VA
‘ RALUWARSA PENAGIHAN

@ % asal 25

1) H } tuk kan penagihan pajak kedaluwarsa
\?ﬁ me ui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
ant te gnya pajak kecuali apabila Wajib Pajak
@nela aptindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

&2) uwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud
@ yat (1) tertangguh apabila :

@ a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;
atau
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik
langsung maupun tidak langsung.
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(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
penerbitan Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf biadalah Wajib Pajak
dengan kesadarannya menyata sih mempunyai

utang pajak dan belum melungd @ a ada Pemerintah
Daerah. @
O
(5) Pengakuan utang se lang¥pie” sebagaimana

dimaksud pada aya ruf b dapat diketahui dari
pengajuan permohonan—"angs atau penundaan

pembayaran da rmohon, eratan oleh Wajib
Pajak. @
P

(1) Piutan

n
hak ur mielak
dap 3 pusk%
(2) Ke Daer @enetapkan Keputusan Penghapusan
ng P ang sudah kedaluwarsa sebagaimana
aks ada ayat (1).
a Qa penghapusan piutang yang sudah

gé uwarsa diatur dengan atau berdasarkan peraturan

.(%%@

g t@: mungkin ditagih lagi karena

enagihan sudah kedaluwarsa

a Daerah.
BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 27

Wajib Pajak yang tidak menyampaikan data Objek dan

Subjek .......
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Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2
(dua) kali jumlah pajak terutang.

BAB XII
INSENTIF PEMU N
Pasa
(1) Instansi yang mela emu n Pa]ak dapat
diberi insentif atas d capalan nerja tertentu.

%1maksud pada ayat

(2) Pemberian inse sebagal
(1) ditetapka ran Pendapatan dan

Belan]a Dae

AB XIII

% UAN KHUSUS
@ Pasal 29

juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala
Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :



23-

a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi
atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;

b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah wuntuk memberikan keterangan
kepada pejabat lembaga negara atau instansi
Pemerintah yang berwenang melakukan
pemeriksaan dalam bidang k Daerah.

(4) Untuk kepentingan rg, Ke@;a Daerah
berwenang mem iiD tertu ¢pada pejabat
sebagaimana dimaksud/ pada ayat ¥1) dan tenaga ahli

sebagaimana  dim d

pelda) ayat (2), agar
memberikan @?angan, va perlihatkan  bukti
v,

tertulis dari @tau™énta ajib Pajak kepada pihak

yang ditu@
0%
) Unﬁ@epenti pemeriksaan di pengadilan

erka a atau perdata, atas permintaan

ses ngan Hukum Acara Pidana dan

um Perdata, Kepala Daerah dapat
ember] tertulis kepada Pejabat sebagaimana

& dim pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana

dihaksyd pada ayat (2), untuk memperlihatkan bukti
ert dan keterangan Wajib Pajak yang ada
danya.

@(é) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama
tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan
antara perkara pidana atau perdata yang
bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BABXIV ............
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BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 30
Penyidik Pegawai Negeri Sipil tektentu di lingkungan
Pemerintah Daerah diberi we khusus sebagai
Penyidik untuk melakukan idi indak pidana
di bidang perpajakan Dae§§ agai dimaksud

dalam Undang-Undang

c‘ a Pidfana.
Penyidik sebagaimang djghaksud pada ayat (1) adalah
si

pejabat pegawai ne ipil tu di lingkungan
Pemerintah Da yang di t oleh pejabat yang
berwenang % de ketentuan peraturan
perundang an.

<
Wew enyid%sebagaimana dimaksud pada
t

ah : @
@rim@mm mengumpulkan, dan meneliti

eterang au laporan berkenaan dengan tindak
idan bidang perpajakan Daerah agar

~ o

dan jelas;

& %t%)gan atau laporan tersebut menjadi lebih
S G

@nneneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan

engenai orang pribadi atau Badan tentang

dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

@ :© kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah;

d. memeriksa ..........



memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuang \ pencatatan, dan
dokumen lain, serta kan penyitaan

terhadap bahan bukti; @
meminta bantuan a ahli
pelaksanaan tugas® peryldikan

bidang perpajakan Dagrah;

melarang seseorang
u tempat pada saat
dngsung dan memeriksa
dy, dan/atau atau dokumen

dak pidana di

=)

i bidarlg perpajakan Daerah;
@nem @?1 orang untuk didengar keterangannya
d eriksa sebagai tersangka atau saksi;

j. ~ merghentikan penyidikan; dan
%‘nelakukan tindakan lain yang perlu untuk

kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4). Penyidik .........
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(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan  dimulainya  penyidikan  dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut
umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang—Undang& Acara Pidana.

tidak r atau tidak lengkap atau

mela keterah@gan yang tidak benar sehingga
mer eua aerah dapat dipidana dengan
p a r@@hng lama 1 (satu) tahun atau

yak 2 (dua) kali jumlah pajak

ru
€ paling
@ang yak atau kurang dibayar.

(1) Wajib pajak@g 16@ kealpaannya tidak
menyamp@ ata @ak dan Subjek Pajak atau

%a]ak yang dengan sengaja tidak
ikan data Objek dan Subjek Pajak atau

aji
mer(ya
§ ; %en dengan tidak benar atau tidak lengkap atau

ampirkan keterangan yang tidak benar sehingga

ugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan

@dana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau

@ denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) merupakan penerimaan Daerah.

BAB XVI ..........



BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam
sepanjang mengenai teknis pelaksa

atau berdasarkan Peraturan Ke@ : :

G o
Peraturan Daerah i@ai berla pada tanggal
diundangkan. @

Agar setiap o en @Wa, memerintahkan
pengundanga atu aerah ini  dengan
penempat@s am Lembgdran Daerah.

tetapkan di Sukabumi

@ % ada tanggal 3 Januari 2011

WALIKOTA SUKABUM]I,

i % cap.ttd.

é @ MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR
Diundang iSu @i
Pada tanggal 3 Ja ' 11
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUM],
cap.ttd.
MOHAMAD MURAZ

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2011 NOMOR 2



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG : @%
PAJAK AIR TANA@ @3@
I. UMUM @

Air merupakan kekayaan alam yang sangat g bagi kehidupan
makhluk hidup dan merupakan keb ﬁ@ da harus dimanfaatkan

3 %ﬂngga perlu dipelihara
an da anfaatannya. Berdasarkan

Undang-undang Dasar 19 3 menggasRan bahwa kekayaan alam
merupakan milik bersa\% ditkan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Peng n milk) bersama atas pengambilan air,
menuntut adanya kew bagi s€tiap orang atau badan usaha untuk
memelihara kelestari p pen ian pengambilan dan pemanfaatan
air. Kewajiban i % j S

. $ ) opta adanya kewajiban membayar pajak
bagi setiap or 3

saha tertentu yang mengambil dan
memanfaatka @ uk t@
J gj

omersial.

Hal ini t itetap dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tenta ak~/Dae <:%an Retribusi Daerah. Menurut Undang-undang
Nom hu tentang Pemerintahan Daerah dimana pajak Daerah
merupakad sa Sumber Pendapatan Daerah yang sangat penting
guna membia enyelenggaraan dan pembangunan daerah. Untuk itu

perlu lebih ditingkatkan. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari
sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja
pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak serta pemberian
keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan
khususnya dari sektor Pajak Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan
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yang berlaku. pengalihan pengelolaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan
Air Tanah, perlu pengaturan tentang Pajak Air Tanah perlu disesuaikan
dengan ketentuan Undang-undang tersebut. Pajak Air Tanah sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan potensi baru bagi
Pendapatan Daerah di sektor pajak. Dengan berlakunya Peraturan Daerah
ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga
dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan gelaksanaan
pembangunan di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL @: ; @

Pasal 1

Cukup jelas ( % D
Pasal 2 @

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan jenis sumber air adalah air tanah
dalam mata air dan Air tanah dangkal.

Hurufb ..........
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Huruf b
Yang dimaksud dengan lokasi sumber air adalah :

a. Kiitis, yaitu 60 % x F (KP), dengan kriteria :

1. Potensi air tanah sudah sangat menurun;

2. penurunan muka air tanah mencapai 60 % atau
lebih;

3. volume pengambilan lebih bsar;

4. kandungan unsur CI men 00-600 Mg/Lt;

5. ah

laju penurunan muka ajf encapai 1
cm/tahun
. 0 Q.
b. Rawan, yaitu 40 dengal teria :
aik;

(
1. potensi air tanghumgsih cukup
2. kandungan uns men i 200-400 Mg/ Lt.

3. laju penur muka aj h mencapai 1
cm/ tah@ %
c. Amag, §0%x F@, denga kriteria :

iair tanagfdmasih sangat aman;
erjadj runan muka air tanah;

3ume P ilan lebih kecil.

A0g dimal@ dengan tujuan pengambilan dan/atau
pemant %air adalah pengambilan/pemanfaatan air
i ntuk pemukiman, perdagangan dan jasa,

@gun an
ba@p njang Produksi, dan bahan produksi.
T

Q)

g dimaksud dengan volume pengambilan dan/atau

@pemanfaatan air adalah jumlah air yang diambil selama
1 (satu) bulan yang dinyatakan dalam satuan meter
kubik atau satuan volume air.

Huruf e
Yang dimaksud dengan kualitas air adalah mutu air

yang ditentukan dengan cara melakukan uji

laboratorium........
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laboratorium terhadap unsur-unsur yang terkandung di

dalam air.
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas @
QM
Pasal 7
Contoh Perhitungan : @)
Nomor 000088 \\]§r’{teria Nilai
Nama PT. X ™) AMAN 03
Perusahaan )
Alamat Sukabumj ¥ Kualitas A 1.9
Jenis Usaha i NSumber PDAM 1.3
Alternatif
Peruntukan Jenis AT. 0.2
Sumber Air | DANG
KAL
Harga Air Jumlah 3.7
Baku
onen Volume Progresif (m3) NPA
Titik ke- 1-50 % 501- | 1501- | 3001- >5000 ®p)
N N [ 1500 | 3000 | 5000 P-
1 NEZ \ 200,00 - - - - | 184.680
Jumlah \ 700 200,00 - - - - | 184680
N~ X
Koef. A i NV 3.00 3.60 420 5.10 6.00
Pemulihan Q
Faktor SDA ) 2.22 222 | 222 2.22 222
Faktor kompensast 1.20 1.44 1.68 2.04 2.40
Pemulihan M
Faktor Nilai Air 3.42 3.66 3.90 4.26 4.62
Harga Dasar Air 1.368 1.464 1.560 1.704 1.848
Nilai Perolehan Air 184.680 - - - - | 184.680

Pasal 8




Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16 %
Cuku§

Pasal
jela@
Pasal 18 @
Cukup je

Pasal 19
Cukup jelas



Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

[—

Pasal ?

&

ot %®>@g

ela@
Pasal 30 @
Cukup je

@g@

O

9

Pasal 31



Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33 %
Cukup jelas @ @

Qi
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